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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

NOMOR :0r- TAHUN 2023
TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU,

Menimbang ©oa. bahwa agar dapat mengukur tingkat pencapaian sasaran dan/atau tujuan
Dinas Perhubugnan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah
ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Dinas
Perhubungan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut;

b. bahwa untuk membantu Pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan
khususnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud, maka selanjutnya
dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi
Program dan Kegiatan Dinas Parhubungan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dirnaksud pada
huruf a, dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat It Banjarbaru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3822);

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

EE E Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran
L Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
7.0 { Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);




10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran
Negara Republik Indonesia Tanun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 9 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Unda_ng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan L
Republik Indonesia Nomor 6757); ' anan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan
barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Repnt?blik ﬂﬁjonesia
Tahun _2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik
Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

rswlsozrr:;?r 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37),

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2021 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2022 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor ),

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Ked_udukgn, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata
Kerjg Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tah

Ban un 2017 tentan
iembentukan Or_gamsasu Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungs?i
elembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Sistem

Dan Prosedur Pengelolaan Keuan :
i gan Daerah (Berita D
Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 48):. (Beia Dasrah Kota

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 T

_ ahun 2022 Tentan
Penjabaran Angga(an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahug
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor ).
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MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN
KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN
2023

Membentuk Tim Monitoring Dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2023, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama

keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. Membantu proses inventarisasi hasil pelaksanaan program dan
kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanan
Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023;

2. Mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan

program dan kegiatan,

Memberikan saran dan alternatif penyelesaian permasalahan;

Membantu proses penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan;

S W

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota
Banjarbaru;

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun
Anggaran 2023;

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaan diatur kemudian,;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Januari 2023
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LAMPIRAN

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
NOMOR

TANGGAL © 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARUTAHUN 2023

NO.

JABATAN DALAM TIM

JABATAN KEDINASAN

Penanggung Jawab

Kepala Dinas

Ketua

Sekretaris

Koordinator

oo

Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan
Transportasi

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kepala UPT. Pengujian Dan Perbengkelan
Kendaraan Bermotor

Kepala UPT. Pengelolaan Perparkiran

Anggota

Q@ ™

oo

NN

. Kepala Sub Bagian Tata

e.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan

Keuangan
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Kepala Seksi Pengembangan Prasarana

. Kepala Seksi Angkutan Dan Terminal
. Kepala Seksi Rekayasa Dan Keselamatan Lalu

Lintas

Kepala Seksi Pengendatian Operasi Lalu Lintas
Usaha UPT.
Pengelolaan Perparkiran

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Pengujian
Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Sekretariat

b.

C.

Sub Bagian Perencanaan & Keuangan :
a.

Mugeni Azzanie, ST

NIP. 197808072010011013
Siti Juwariyah, SE

NIP. 19670805 200701 2 028
Muhammad Zamroni

NIP. 19730603 200701 1 023

. Muhammad Aminullah, A.Md

NIP. 19840323 201001 1 010
OKKY DWI SAPUTRA ,SST
NIP. 18831004 202203 1 007
Maulidha Amalia, SE

NRTK. 218.91.09

. Herry Susanto, S.Kom
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